Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 01TAHUN 2015

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang
No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telai. diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Undang - undang Nomor 23 Tahuin 2014 tentang Pemerintaban Daerah,
Kepala Daerah menyar: jaikan Rancangan Peraturan Daerah,Kepala Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan peling lambat 6 (enam) bulan
setelah Tahun Anggaran berakhir.

. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam hurufa,

perlu menetapkan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Donggala tentang
Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2015.

Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;



(%]

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tkt II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822) ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nowor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undaag Nomoer 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perolehan Pajak Bumi dan Banguuan (Lerabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran

. Negara Repuulik indonesia Nomor 3569) ;

Undang-vndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembarar. Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negax‘a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 4286);

Urdang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahiaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 41 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246 Tambahan Lembdran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 701 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu

"Kota Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah

Kota Donggala Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3780),

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daereh (Lembaran Negara Republik
Indones.a Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keungan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

- Nomor-138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4576, sebagaimana telzh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubzhan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); '

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahur 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Femerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tumbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negaray/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambakan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran WNegara Republik indonesia
Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran

-Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5272);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 48 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; ( Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2007 No. 48 );

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008
Nomor 10, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
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Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi-dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten
Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010
Nomor 6) ; i

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan.  Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerat dan Penanaman Modal, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 1'), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tertang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupaten Denggala Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Diras Daerah
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Donggala Nomor48 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2013 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Kerja dan Lembaga Lain Bagian dari
Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten
Donggala Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9 Tahun
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2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2014 Nomor 3);

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 teniang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; SE o owm s e BRE S e -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014 (Berita Negara Nomor 890).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ~ PELAKSANAAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014,



Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan :euangan sebagaimana dimaksud p-da ayat (1) dilampiri dengan ikliti-ar laporan
keuangan badan usaha milik “«erah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun Anggaran 2014
Sebagai berikut :

a. Pendapatan ....... Rp 854.226.691.741,36
b. Belanja............. Rp 836.773.664.875.22

Surplus/defisit .... Rp 1/.453.026.866,14
c. Pembiayaan : .

- Penerimaan ...... Rp 48.271.743.175.5%

- Pengeluaran ..... Rp_ 4.363.836.000,0"

Pembiayaan Netto Rp. 43.107.907.173,58

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp(12.314.007.911,37)

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 866.540.699.652,73

b. Realisasi Rp 854.226.691.741.36
Selisih lebih/(kurang) : Rp. (12.314.007.911,37)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(73.675.069.028,02)

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 910.448.733.903,24

b. Realisasi Rp_836.773.664.875.22
Selisih lebih/(kurang) Rp.(73.675.069.028,02)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp61.361.061.116,65 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setciah perubahan Rp (43.908.034.250,51)
b. Realisasi Rp 17.453.026.866.14
Selisih lebih/(kurang) Rp 61.361.061.116,65



(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan  sejumlah
Rp(127.076,93) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahen Rp. 48271.870.250,51
b. Realisasi Rp. 48.271.743.173,58
B Selisih lebih/(kurang) Rp. (127.076,93)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian
- sebagai beritut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelat perubahan Rp. 4.363.836.000,00
b. Realisasi Rp. 4.363.836.000,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp(127.076,93) Dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 43.905.034.250,51
b. Realisasi Rp. 42.007.907.173,58
Selisih lebih/(kurang) Rp. (127.076,93)
Pasal 4

-Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai
ber.kut :

a. Jumlah aset Rp. 1.879.467.321.602,36

b. Jumiah kewajiban Rp. 9.624.714.807,85

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.869.842.606.794,51
Pasal §

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2014 Rp. 49.508.380.188,80

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 198.847.247.310,14

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan Rp. (183.539.046.503,00)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (4.363.836.000,00)

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (78.330.442,00)

f.  Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2014 Rp. 62.056.398.061,72
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014
Memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasai 1 tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.  LampiranI Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerin.ahan
daerah dan organisasi;

Lampirag 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan
daerah, o:ganisasi, pendapatan, belanjadan pembiayaan;

Lampiran [.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiren .4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaankeuangan negara;

Lampiran 1.5 Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tctap daerah;

Tampiran L8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran .9 - : Daftar Kegiatan-kegiatanyang belum diselesaikan sampai akhir tahun
dan dianggarkan kembali dalam takun anggaran berikutnya

Lampiran 10 : Daftar dana cadangan daerak; dan

Lampiran .11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b.  Lampiran II Laporan Keuangan Peinerintah Daerah (LKPD)
- Neraca
- Laporan arus kas

- Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran I
peraturan daerah ini.

Lampiran 1.5 Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.6 Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran 1.7 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran 1.9 Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
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Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran 11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi flaerah.

b. Lampiran I : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- Neraca
- Laporan arus kas
- Catatan atas iaporan keuaugan
Pasal 8
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalem pasal | ayat (2) terdiri dari Ikhtisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran III
peraturan daerah ini.
Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI DONGGALA

ttd

KASMAN LASSA

11



Diundangkan di Donggala
pada tanggal 9 September 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

ttd

H. AIDIL NOOR,SH,M.Si
Pemnbina Utama Madya
NIP, 19600511 198603 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai Aslinya

NOREG PERATURAN PAERAH KABUPATEN DONGGALA,PROVINSI
SULAWESI TENGAH :47 TAHUN 2015
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